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Jl. Raya Tj., Medana, Kec. Tanjung 

Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat  

Email set.lombokutara@bawaslu.go.id 

Laman lombokutara.bawaslu.go.id 

 

Nomor : 066/PM.00.02/K/10/2024     Tanjung, 30 Oktober 2024   

Sifat : Biasa  

Lampiran : -  

Perihal   : Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala 

Desa dan Perangkat Desa Dalam  

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan  

Wakil Walikota Tahun 2024. 

 

 

Yth,  1. Kepala Desa Se-Kabupaten Lombok Utara; 

2. Perangkat Desa Se-Kabupaten Lombok Utara; 

3. Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Utara; 

 
 

 Di – 

                 Tempat. 

 

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tahapan kampanye yang masih berjalan pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan 

imbauan untuk mewujudkan pelaksanaan yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

I. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

4. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 
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5. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota; 

6. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

7. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 

Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan 

Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan 

Wakil Wali Kota; 

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

11. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2024; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur 

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang 

kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota; 

14. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.3.5.5/8224/BPD tentang Netralitas 

Kepala Desa dan Perangkat Desa pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024; 

15. Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; 

16. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran 

Netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. 

17. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan 

Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati 

Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; 

18. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95 tahun 2024 tentang Tata Cara 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan 

Calon; 

19. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan 
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Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota; 

20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; 

21. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2024 Tentang 

Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Atau Sebutan Lain/Lurah Dan 

Perangkat Desa Atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan Dalam Pemilihan Gubernur Dan 

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

 

II. Isi Imbauan  

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara secara 

kelembagaan bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilihan. Oleh sebab itu, perlu adanya sinergitas 

dan komitmen antara Penyelenggara, Pemerintah, Media dan Peserta Pemilihan tahun 2024 

dalam mematuhi ketentuan yang mengatur pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan tahun 

2024, sebagai berikut :  

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 

oleh Bawaslu Kabupaten/Kota : 

a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi : 

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota. 

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor & 

Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi 

: 

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan 

Pemilihan. 

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ 

Desa, dan Pengawas TPS. 

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan 

wilayah kerjanya dan bersifat hierarki. 

c) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa 

Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi : 

https://jdih.bawaslu.go.id/


https://jdih.bawaslu.go.id/  Bawaslu Kab. Lombok Utara  
 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan 

pencegahan terhadap :  

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang, dan 

b. sengketa proses Pemilu. 

2. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota : 

Sebagaimana pasal 30 Undang Undang 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Kewenangan 

Bawaslu Kabupaten/Kota pada huruf (a), (b), (c), (e) dan (i), bahwa tugas Bawaslu 

Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilihan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan 

pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan 

sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; dan meneruskan temuan 

dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, serta 

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang 

undangan. 

3. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan 

Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan dalam Undang-Undang 

Pemilihan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 

Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan”), mengatur larangan 

dan sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan 

Lain/Perangkat Kelurahan, sebagai berikut : 

a. Larangan  

1. Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilihan : 

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan : 

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 

anggota Tentara Nasional Indonesia; dan 

c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan 

lain/perangkat Kelurahan. 

2. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Pemilihan : 

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, 

dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau 

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 

b. Sanksi 

Pasal 188 UU Pemilihan : 

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan 

lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling 

lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu 

rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). 
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4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : 

1. Pasal 26 ayat (4) huruf d Kepala Desa berkewajiban “menaati dan menegakkan 

peraturan perundang undangan”. 

Pasal 26 ayat (4) huruf f Kepala Desa berkewajiban “melaksanakan prinsip tata 

Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, 

serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”. 

2. Pasal 29 huruf b Kepala Desa dilarang “membuat keputusan yang menguntungkan diri 

sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”. 

Pasal 29 huruf g Kepala Desa dilarang “menjadi pengurus partai politik”. 

Pasal 29 huruf j Kepala Desa dilarang “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye 

pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”. 

3. Pasal 30 ayat (1) “Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimaan dimaksud 

dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran 

tertulis”. 

Pasal 30 ayat (2) “dalam hal sanksi administratif sebagimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat 

dilanjutkan dengan pemberhentian”: 

4. Pasal 51 huruf b Perangkat Desa dilarang “membuat keputusan yang menguntungkan 

diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu". 

Pasal 51 huruf g “menjadi pengurus partai politik”. 

Pasal 51 huruf j “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau 

pemilihan kepala daerah". 

5. Pasal 52 ayat (1) “Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran 

tertulis”. 

Pasal 52 ayat (2) “dalam hal sanksi administratif sebagimana dimaksudpada ayat (1) 

tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat 

dilanjutkan dengan pemberhentian”: 

6. Pasal 71 ayat (1) “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, 

anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat 

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon”, 

7. Pasal 71 ayat (6) “Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 

(3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan”. 

8. Pasal 188 “Sefiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa 

atau sebutan lain Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
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bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 

(enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)". 

5. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang jujur, adil dan demokratis serta untuk 

menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa 

dalam Pemilihan tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara 

mengimbau agar Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak melakukan tindakan yang 

dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat 

(1) Undang-Undang Pemilihan. 

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan 

diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa 

(PKD). 

7. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka 

Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran 

sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 

2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara yang adil, demokratis dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

                                                                        BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  

                                                                               KABUPATEN LOMBOK UTARA 

                               KETUA 

 

 

                      

             

             Deni Hartawan, S.H.,M.H. 

 
 
 
 
Tembusan : 
1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram; 
2. Bupati Kabupaten Lombok Utara; 
3. Kepala DP2KBPMD Kabupaten Lombok Utara; 
4. Arsip. 
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